
 

 
 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 
PROVINSI PAPUA 

 
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PAPUA  

 
 

NOMOR: 151/PL.01.5-Kpt/91/Prov/IX/2018 
 
 

TENTANG 
 

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI PROVINSI PAPUA 

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA, 

 
 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 

ayat (1) huruf d, dan Pasal 34 ayat (3) Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 

tentang Kampanye Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi Papua menetapkan 

lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) 

di wilayah Provinsi Papua; 

b. Bahwa lokasi pemasangan APK sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, ditetapkan setelah 

berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah 

Provinsi Papua; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut 

huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang 

Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye 

dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. 

 

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang 

Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan 

Kabupaten-kabupaten Otonom di Irian Barat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2907); 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang 

Otonomi   Khusus   Bagi   Provinsi   Papua (Lembaran  

Negara. . .  



Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4151), sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4884); 

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai 

Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4801), sebagaimana diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5189); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur dan Walikota menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang 1  Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan  

Walikota menjadi Undang-Undang (lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); 

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182); 

7.Peraturan. . . 



7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 

2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan 

Umum,Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah 

beberapa kali di ubah diubah, terakhir dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum   Nomor 01 Tahun 

2010; 

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 

Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018   

Nomor 973) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik 

Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang     

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan   

Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye  

Pemilihan  Umum; 

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik 

Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan 

Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); 

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik 

Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU    

/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi 

Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum 

Tahun 2019; 

11. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 

946/PP.08- SD/06/KPU/VIII/2018, tanggal 

23 Agustus 2018 Perihal Petunjuk Teknis Fasilitasi 

APK bagi Peserta Pemilu Tahun 2019. 

 

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi Papua Nomor : 

222/PL.03.1/91.BA/Prov/IX/2018 Tentang Lokasi 

Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam 

Pemilihan Umum Tahun 2019. 

MEMUTUSKAN. . . 



M E M U T U S K A N 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI 
PAPUA TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT 

PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM 
TAHUN 2019,  

 

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga 

Kampanye di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum 

Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

keputusan ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan 

dari keputusan ini; 

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.  

Ditetapkan di  Jayapura 
Pada Tanggal   23 September 2018 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA 

 

 Ttd. 
                       

THEODORUS KOSSAY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN KEPUTUSAN KPU PROVINSI 

PAPUA 

NOMOR: 151/PL.01.5-Kpt/91/Prov/IX/2018 
 
TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT 

PERAGA KAMPANYE DI PROVINSI PAPUA 

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 
 

 

 

 

 
 
 

 



 
 





 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

 



 



 
 



 
 
 

 

 
 

 
 
 



 
 
 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 
 







 



 
 



 
 
 



 
 

 



 


